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NOMOR @ 642.2/Kep. 924 /Disdik/20059

Tnl’.'Il.lqg :

r!;'h'ﬁ“ﬂﬂll Tjin Operasionnl Kepada KB Sayanyg Bunda Keenmatan Surian

Menimbang - & bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluargs, masyarakat dan

; pemesinah;

b bshwa uniuk membanty meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pandidikon, Pemerintah Tesa Wanajava vang
baralamat «f menyelonugnrakan pendidikan Kelompok Bermam (KB)
dengan semuq persyaralan pendirian sudah terpeihi;

€ denpan pertimbangan hal tersebut di ates, dipandang perly ditctapkan
denpan Kepulnsan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
tentung pemberian ljin Operasional yang bara kepada KB Bayang
BEunda Eceamatun Surian,

Mengingt ¢ L Undang-undsng Momor 20 tshus 2003 teniany Sistem Pendidilkan
Nasiwmal (Lemnbarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Momor
72, Tambahasi |embaran Negara Republik Indonesia Momar 43013;

2, Undang-undang Momor 25 tahun 2009 tentang Pelnvanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Momor 112,
Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S038);

3. Undang-undang Nomar 5 tahun 2014 tenitang Aparatur Sipil Negam
(Lembaran Megnre Republik Indonesia Tahon 2014 Momor. &,
Tambahan Lembaran Neysra Republik Indonesin Nomor 5494),

3. Undang-undang Nomor 23 tahyn 2014 temtang Pemerintahan Daerah
(Lembamn Mepars Republik Indonesia Tashun 2014 Nomor 244
fumbahan Lembaran Nogara Republik Tndonesia: Nomor S5ET),
sehagmimana telab diubak dengan Peraturn Pemerintak Pengrgant
Undanp-Undang Momor 2 Tahun 2014 temang Perabalan aigs

ndangrUndangIHumur 23 Tahun 2014 tentany Pemerintakan Dhiterak
n Megnmn Republik Indonesia Tahun 2014 Momor 246
1 imbahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Notmor 55893,

5. Undsnp-undang nomor 23 tahun 2002 tentany Perlindungan Anak-

8 Permturan Pemeritah MNomor 41 Tabun 309 tentang Organisasi
lacmm; Duacesh (Lemnbaran Negara Republik Indonesia Talyin 30 !
4’?4":;,;' 89, Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor |

7. Pemturan Pemerintah Momor 96 T, 20
Umhng-l_rnda.ng MNomor 25 Tahun ?&:ME :aﬁn:“ﬁf P'E:Ekmm
(Lembarmn Megara Republik Indonesia Tohyg 2012 ]II]:I;;..[I:I e

Tambakan Lembaran Megara Republik Indomesia Nomor 531;”??1- s
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Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 3670), i

9. Peraturan Pemerintah Momor g tahun 2007 tentang Siandar
Pengelolaan  Pendidikan oleh  Safuan  Pendidikan Dasar  dan
Menengah; _

10, Peraturan Pemerintaly Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Fm::‘llﬂllgﬂﬂl‘lllll-i';icbdihn {Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor

Pengelalaan dan Penyelengparaan Pendidikan (Lembaran  Megpmra
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Mipara Momaor 5157);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahyn 2008 tentang Wajib Belajar;
12, Peraturan Pemerintah Momor 48 tabun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;

mmmxﬁwnmwmmm

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 fentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Peranglat Daerah;

15, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:

16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/1/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sckolah;

I7. Peraturan Daerah Ksbupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Dacrah Kabupaten Sumedang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomar 9);

I8. Peraturan  Daerah Momor 3 Tahun 2005 lentang  Pengelolpan
Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;

19, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susuman Perangkat Diaerah Kabupaten Sumdang

20, Peraturan Disersh Nomor § Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan

. Struktural Pada I}Ernshndjdjtan:‘rlihupuT Sumedang;

|. Peraturan  Bupati Sumedang Nomor Talun 2017 te
Pembentukan Susunan Orpanisasi dan Tata Kerjs Unie Mﬂ
Teknis Pada Perarigkat Daerah,

4. Alda Notaris Nomor 22 tanggal 14 Maret 2016 dan Surat Keputusan
Menteri Hukum dam Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Momgr -
AHULD022607 AHLO1.04, Tanggal 15 Maret 2015,

b Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
tentang 5K ljin Operasional Lama dan Surat fjin pendirian dar
Kepala Desa Wansjaya Nomor A2103Ds W XIU2015 tentang
Surni Keterangan ljin Pendirian dan Penvelengparaan KB Sayang
Bunda yang berdiri pada tanggal 15 Maret 2015,

c. m&mmmmmnmwm,msmjm
Operasional yang baru dengan Nomor - 421.100009-3B/V/2019
Tanggal 06 Mei 2019: -
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MEMUTUSKAN =

PERTAMA :  Memberi ljin Operasional Penvelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini
yang baru kepads ;
Mama Yayesan :
mlarma Sekolah ¢ KB Sayang Bunda
Kecamatan Surian
Alamat ¢ Dusun Pan Bt 07 Bw 02
Desa Wanajaya
Kecamatan Surian
Kabupaten Sumedang

KEDUA : Kelompok Bermain (KB) sebagaimana tersebut pada diktum pertama
wijib menyampaikon lsporan secara berkaln kepads Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Sumedang

KETIGA * Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila termyats terdapat kekelinmn atan kesalshan didalamnya akan
dindakan perubahan schagaimana mestinya,

Ditetapkan di  : Sumedang

i -- I._I.:.F‘. iE 10 b Mmrwﬁ:
MIP. 19650516 198605 1 (]

~ Tembusan :

1. Yth Bapak Bupati § Sebapai laporan), -

2 Yih, D{ﬁm-ramnmmmmﬁjim
3 ?mﬁmmmammmmm
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